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Keuangan Pemkab Lebong

LEBONG - Ratusan
massa dari Yayasan
Nuansa Alam Lestari
[NAL) dan Aparatur
Sipil Negara (ASN) Leb-
ong, Rabu, 11 Desem-
ber2024 menggelar aksi
damai di depan Kan-
tor Bupati Lebong dan
Kantor DPRD Lebong.
Aksi ini berlangsung
sejak Pukul 09.00 WIE
hingga Pukul 14.22 WIB.
Pertama kali, massa
menggelar aksi di depan
Kantor Bupati Lebong,
dengan membawa empat tuntutan, per-
tama Pencairan Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan
selama lima Bulan, kedua menutut pen-
cairan dana Ganti Uang (GU) Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

ketiga menuntut pencairan dana Pem-
bayaran Langsung (L5) dan keemapat
menuntut pencarian gaji rapel Guru Pega-
wal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) serta menuntut pembayaran gaji
Honorer. Perangkat desa, kelurahan dan
tunjangan sertifikasi guru.

Namun aksi itu tidak membuahkan hasil.
Pasalnya, tidak satupun Pejabat di ling-
kungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Lebong menemui massa aksi untuk meng-
klarifikasi tuntutan massa aksi.

Sehingga aksi berlanjut di depan Kantor
DPRD Lebong, dengan membawa dua tun-
tutan, pertama massa aksi meminta DPRD
Lebong memanggil pihak Pemkab Lebong
untuk mengklarifikasi empat point di atas,
kedua massa aksi meminta DPRD Lebong
menyurati Badan Pemeriksa Keuangan
[BPK) Republik Indonesia perwakilan
Benghuluuntuk melakukan audit investigasi
keuangan Pemkab Lebong Tahun Anggaran
2024,

Kemudian, ada beberapa perwakilan
DPRD Lebong salah satunya Wakil Ketua I1
DPRD Lebong, Rinto Putra Cahyo menemui
massa aksi. Kemudian, perwakilan massa
diajak perwakilan DPRD Lebong untuk
menggelar audensi di ruang rapat internal

DPRD Lebong,

Dari audensi itu mendapati kesepakatan,
bahwa DPRD Lebong akan menyurati BPK
RI perwakilan Bengkulu untuk melakukan
audit investigasi keuangan Pemkab Lebong
TA 2024.

“Tadi kita sudah melakukan audensi den-
gan perwakilan massa aksi. Berdasarkan
hasil pertimbangan kami dan hasil rapat
internal (DPRD Lebong, red) kami penuhi
tuntutan massa aksi untuk mengirimkan
surat ke BPK RI,” kata Wakil Ketua Il DPRD
Lebong, Rinto Putra Cahyo.

Rinto memastikan, surat yang ditujukan
kepada BPK RI tersebut akan dikirimkan ke
hari itu juga atau Rabu, 11 Desember 2024.
“Hari ini juga akan kami kirimkan sesuai
kesepakatan tadi,” singkatnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan
(Korlap), Devi Gunawan menegaskan, akan
mengawal surat permintaan audit investiga-
siyangdikirimkan DPRD Lebong ke BPK RI.

“Tadi sudah disepakati, DPRD Lebong
akan mengirimkan surat permintaan audit
investigasi ke BPK RI. Surat ini akan terus
kami kawal,” ujar Devi.

Devi meminta, agar BPK RI melakukan
audit ivestigasi terhadap keuangan Pemkab
Lebong di tahun ini. “Kami minta secapat
mungkin jangan, harus di audit tahun ini,"
tutupnya. (eng)

Dewan Surati BPK RI, Minta Audit Investigasi



